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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERCEPATAN PETAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2O1O

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

DaIam Waya percepatan pelaksanaan Prio,ritas Pembangunan Nasional Tahun ZO1,O,

dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. ParaMentertKabinet Indonesia Bersatu II:

2. Sekretaris ll.a;binet;

3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan danpengendahan

Pembangunan;

4. KepaLa Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Jaksa Agung;

6. PanglimaTentaraNasional Indonesia;

7. KepaLa BadanKoordinasiPenanaman Modal;

8. KepalaBadanPertanahan Nasionall

9. IkpalaBadan Pusat Statistik;

1 0. Kep aLa B adan Nasional P enangguLangan B enc anal

1 1 . Kep aIa B adan P engkalian dan P ener ap an Tekno log i ;

12. KepalaBadan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

1, 3 . Kep ala B adan Koordinas i Kelvar ga B er enc ana Nas ional ;

74 " Kepala BadanKoordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;

15. Kepala ...



\

15.

1,6.

17 .

18 .

19 .
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Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

KepalaLembagaKebijakanPengadaanBarangfi asapemerintah;

Kep ala B adan T enaga Nuklir Nasional ;

Para Gubernvt;

ParaBupati/Walikota.

MengambIl rangkah -Langkah y ang dip erlukan s e s uai tagas, fungsi dan

kewenang an masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan

Prioritas Pembangunan NasionalTahun zo'1.o, dengan merujuk pad.a

PrioritasPembangunanNasionaldalamRencanapernbangunanJangka

Menengah Nasional Tahun 2010-201.4, pelaksanaan program 1OO

Hari lbbinet Indonesia Bersafu rl, dan hasil Rapat Kerja antara

Presiden dengan Para Menteri dan Gttbernur pada tanggal Z-g

Eebruari tahun 2O1.O.

Datam mengambil, Iangkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program seba-

gaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang

meliputi progtami

1,. Reformasi birokrasi dantata kelola:

2. Pendidikan;

3. Kesehatanl

4. Penanggulangankemiskinan;

5. Ketahanan pangan;

6 .

Unfuk

PERTAMA

KNDUA

Infrastruktur ...
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lnfrastrul<twr;

Iklim investasi dan iklim usaha;

Energi;

Lingkunga n hidup dan p engelolaan b enc ana;

Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;

Kebudayaanrl<reativitasrdaninovasiteknologi;

Prio ritas lainny a di bidang pol itik, hukum dan ke amanan;

Prioritas lainny a di bidang perekonomian ;

Prioritaslainnyadibidangkesejahteraanralcyat.

IGTIGA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan

kehtlakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan

kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan

ikli m us aha, ener gi, lingkungan htdup dan p engelolaan b enc ana,

serta kebij akan lain di bidang perekonomian ;

Z. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

mengoordinasikan kebtlakan di bidang poiitik, hukum dan

keamanan terutama dalam pelaksanaan kehljakan reformasi

birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan

pascakonflik, serta kebtlakan lain dr bidang politik, hukum dan

keamanan'^

6 .

7.

8 .

9 .

10 .

11 .

12.

1,3.

14.

3. Menteri ...
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3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Raltyat mengoor-

dinasikan kebtlakan di bidang kesejahteraan ralcyat, terutama

dalam pelaksanaan kebijakan pendidlkan, kesehatan,

p enanggtrlangan kemi s kina n, kebuday aan, I<r eativ itas dan inovas i

teknologi,sertakeb{jakanlaindibidangkesejahteraanralcyat.

Para Menteri dan Kepala Lembaga, yang bertindak sebagai

penanggvrrg jawab pelaksanaan program-program sebagaimana

dimaksud dalam Lampfuan Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan

peraksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung
jawab masing-masing.

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat

program yang berkaitan dengan kewenangan Bank lndonesta,

Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan

Gubernur Bank Indonesia.

Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan

pr o gr am - pr o gr am y ang b er ada di b aw ah ko o rdin as iny a s eb agaimana

dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan

kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

PengendalianPembangrlnan.

KepaIa Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendahan

Pernbangunan melakttkan pemantauan kemajuan terhadap

pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam

Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kep ada Presiden.

Me laks an akan In struksi Pre siden ini dengan p enuh tanggung j aw ab .KEDELAPAN

Instruksi ...
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I nstruksi Pre siden ini mulai b erlaku p ada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan diJakarta

pada tangal 1.9 Eebruari 20 L O

PRESIDEN REPUBLIK INDOI{ESIA.

ttd.

DR. H. SUSIO BAMBANG \IJDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
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